Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 157 /M.PPN/HK/10/2015
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP.103/M.PPN/HK/12/2013
TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH

MEMBAYAR (SPM), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),

DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN SATUAN KERJA (BPA SATKER)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

Menimbang

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

a.

bahwa untuk meningkatkan efekiifitas serta kelancaran pengelolaan
dan penatausahaan kegiatan dan anggaran di Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas), perlu dilakukan
perubahan terhadap susunan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana
diatur dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
KEP.103/M.PPN/HK/12/2013  tentang  Pengangkatan  Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (SFM), Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja
(BPA Satker) Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor KEP.151/M.PFN/HK/09/2015;

bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan
tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Mengingat : ...



Mengingat

5]

B

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5593), sebagaimana telah diubah dengan
Undang —Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5669);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tfentang Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional,

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
PER.O0O5/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ferencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3
Tahun 2014;

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan
dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
KEP.103/M.PPN/HK/12/2013  tentang  Pengangkatan  Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja
(BPA Satker) Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor KEP.151/M.PPN/HK/09/2015;

MEMUTUSKAN : ..



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA
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MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN
KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.103/M.PPN/HK/12/2013 TENTANG PENGANGKATAN
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK), DAN BENDAHARA PENGELUARAN
ANGGARAN SATUAN KERJA (BPA SATKER) KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL.

Mengangkat :

Nama : Ir. Rachmat Mardiana, MA
NIP : 19661111 199403 1 005
Gol : IV/b

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Infrastructure Reform Sector
Development Project (IRSDF).

Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran Keputusan ini dicantumkan
tanda tangan serta paraf Pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa
tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak
tanggal 25 September 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015

S
%NTERJ PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

OFYAN A. DJALIL



SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMORKEP. 157 /M.PPN/HK/10/2015

TANGGAL 19 OKTOBER 2015

INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT FROJECT

Nama

Tanda Tangan

Paraf

Pejabat Pembuat Komitmen
Infrastructure Reform Sector
Development FProject

Ir. Rachmat Mardiana, MA
NIP. 19661111 199403 1 005
Gol. IV/b
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’%ENTER] PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
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